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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :220/ 263 /2021

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1.

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BU I’AT_[ KIENDAL,

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forum

Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal dalam
memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Kendal,
maka berdasarkan reckomendasi Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa =~ dan  Politik Kabupaten  Kendal Nomor
900/0375/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Rekomendasi
Hibah melalui APBD Kab, Kendal TA 2021 dan Berita Acara
Penclitian  dan  Pemeriksaan  Persyaratan Administrasi
Proposal Pengajuan Bantuan Hibah untuk Organisasi
Kemasyarakatan . Forum = Kerukunan  Umat Beragama
Kabupaten Kendal dari  APBD - TA 2021 Nomor
220/0261/2021 tanggal 15 Maret 2021, maka dipandang
perlu  memberikan hibah berupa uang kepada Forum
Kerukunan Umal: Beragama Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2021, '

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran P(‘ndapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tabun 2018
tentang Pc,rubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39
Tahun - 2016  tentang = Tata Cara Pemberian dan
l-’c:rtanggungjawab:ﬂn' Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Dacrah

‘Kabupaten = Kendal, pencrima hibah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah
berupa uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam  Lingkungan  Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
1965 . Nomor 52, Tambahan lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 2757) ;- '
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) schagaimana teclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana beberapa kali
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Dacrah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tlentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mcenteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Dacrah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
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Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah [badat,

12. Peraturan  Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentceri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kecuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Mcenjadi Kewenangan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran Daecrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri K No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tecntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri 1D No. 1, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pcraturan Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 200);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 14);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban IHibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran [PPendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Scri £ No. 8, Tambahan Berita
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial  vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 92) secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atlas
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Memberikan hibah berupa uang kepada Forum Kerukunan
Umat Beragama Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengelolaan keuangan dana hibah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus dilaksanakan dengan pendekatan
menajemen  yang baik  berdasarkan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif
dan efisien.

Penggunaan dana hibah sebagaiman dimaksud diktum
KESATU harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2021, Proposal Hibah yang diajukan kepada
Bupati Kendal, dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah
Kabupaten Kendal dengan Forum Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Kendal.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana hibah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU harus dicatat secara tertib dan
akurat disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dana hibah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal dengan
tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

SALINAN disampaikan kepada Yth : Q_D//

1. Inspektur Kabupaten Kendal;

2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal ;
3. Penerima hibah yang bersangkutan;
4,

Arsip.




